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TENTANG

GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS
SUMBER DAYA LOKAL Di KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG SEI.ATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penganekaragaman konsumsi
- pangan di Kabupaten Lampung Selatan sebagai dasar pemantapan
ketahanan pangan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM) dan melestarikan Sumber Daya Alam (SDA),
diperlukan berbagai upaya secaia sistemiatis dan terintegrasi;

b. bahwa penganekaragaman konsumsi pangan sampai saat ini belum
mencapai kondisi yang optimal, yang .dicirkan dengan skor Pola
Pangan Harapan (PPH) yang belum sesuai harapan dan optimalnya
peran pangan lokal dalam mendukung Penganekaragaman konsumsi
pangan;

c. bahwa untuk mencapai kondisi konsuimsi pangan sebagaimana

~ dimaksud dalam huruf b di atas, dipandang periu melakukan

. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber
daya lokal secara terintegrasi dan berkesinambungan,

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf &, huruf b dan huruf ¢ di atas, periu niembentuk Peraturan Bupati
tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Berbasis Sumber Daya Lokal Di Kabupaten Lampung Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahur 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat
Nomor 6 tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor & Tahun
1956 tentang Pernbentukan Daerah Tingka! Il termasuk Kota Praja
dalam Lingkurgar. Daerah Tingkat | Sumatera Selatan sebagai
Undany-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negaia Republik indonesia Ncinor 1821);

: 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran
, Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan
Lembarar. Negara Republik Indonesia Nomor 100);
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Taliun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (L.embaran Negara Republik Indonesta
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 4844):

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembarar. Negara Repubfik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan tklan
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Monmor 3687);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentung Ketahanan
Pangan (Lembaran Negara Republirx Indonesia Tahun 2002
Nomor 142, Tambahan Leinbaran Negjara Republik Indonesia
Nomor 4254);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentan) Keamanan,
Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4424),

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Dacrah
Provinsi dan Pemeiintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan.
Lembaran Negara Republik Indonesia Ncmor 4737),

11. Peraturan Piesiden Nomor 82 Tahur 2006 tentang Dewan Ketahanan
Pangan:

112.Peraturan Presiden ldomor 22 Tahun 2009 tentang Kebgakan
Percepatars Penjanekaragaman Konsums: Pangan Berbasis Sumber
Daya Lokal,

13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 803/Kpts/OT-02/7/1997 tentang
Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih ; Peraturan Presiden Nomor 83
Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

14. Peraturan Da=rah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 08, Tembahan
t amharan Daerah Kabupaten Lampung Setatan Nomor 06).



w“

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG - GERAKAN PERCEPATAN
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS
SUMBER DAYA LOKAL DIKABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud aengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Badan adalah Ketahanan Pangar Kabupaten Lampung Selatan.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung
Selatan.

7. Konsumsi Pangan adalah sejumiah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh
manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya.

8. Penganekaragaman konsumsi pangan adalah proses pemilihan pangan yany
dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis, tetapi terhadap bermacam-
macar bahan pangan.

9. Pangan beragam, bergizi seimbang dan aman adalah aneka ragam bahan pangan
yang aman, baik sumber karbohidrat, protein maupun vitamin dan mineral yang bila
dikonsumsi dalam jumlah seimbang danat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.

10.Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi susunon pangan atau kelompok
pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak atau relative yang
memenuhi kebutuhan gizi secara kuantias, hualitas maupun keragamannya dengan
mempartimbangkan aspek social, budaya, ekonomi, agama dan cita rasa.

11.Keamaunan Pangan adalah kondisi dan upaya yang dipesriukan untuk mencegah
pangan da1 kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu,
merug’kan dan membahayakan manusia.

“2.Pangan Lokal adalah pangan baik bersumber karbohidrat, protein, vitamin dan
minera: yang diproduksi dan dikembargkan sesuai dengan potensi sumber daya
wilayah dan budaya setempat.

13.Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau
metode tertentu atau tanpa bahan makanan.

14. Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang menerirna dampak baik
langsung maupun tidak langsung daiti suatu kegiatan termasuk mereka yang
mempunyai kepentingan serta kemampuan uatuk mempengarubi tujuan akhir dari
kegiatan tersebut.
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MAKSUD PENGANEKARAGAMAN KONSUMS! PANGAN

Pasal 2

(1) Menetapkan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konrsumsi Pangan Berbasis
Sumber Daya Lokal di Daerah.

kR Lot : FE iwﬁg; ’?” st ’ahﬁ EH Wg ﬂ}@«ln
A oy

(2) Percepatan Gerakan Percepatan Penganekamgaman Konsmnsl Pa ngan Berbas:s
Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi
Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, evaluusi dan
pengendalian Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis
Sumber Daya Lokal.

Pasal 3

,Gerakan Fercepatan Penganekaiagaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya
Lokal di Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak
temisahkan darn Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1) Ketentuan lebih lanjut tentang Peraturan Bupati ini diatur oleh Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Lampung Selatan sesnai dengan tugas dan
kewenangan masing-masing.

(2) Perumusan gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dilakukan dengan
koordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

(3) Evaluasi dan Pengendalian Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Berbasis Sumber Daya Lokal dilaksanakan dengan berkooidinasi dengan Dewan
Ketahanan Pangan Kaktupaten.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bugati
dergan berpedonian pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku.



Pasal 6

Perawran ini rmulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap crang mengetahuinya, memeriisitahkan penguhdangan Peraturan ini dengan
penempat inr.ya dalam Berita Daerah Kabupa'en Lampung Selatan.

Uitetapkan di Kalianda «
padatanggal 3 n7w <z 2010

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA

Diundangkar, di Kaliansa
cadatangcar ¥ 7 e 2010

STKRETAR!S DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ACHMAD BASRI MADJID
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TARUN 2010 NOMOR @ 5



LAMPIRAN | : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : ¢ ©5° TAHUN 2010
TANGGAL - 9 Nocre 2010

GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSE PANG AN BFRRASHS
SUMBER DAYA LOKAL DI KABLPATEN LAMPUNG SELATAN

. PENDAHULUAN

A

Latar Belakang

Berdasarkan hasil survey/analisa siluasi konsumsi pangan di Kabupaten Larnpung
Selatan, keragaman konsumsi pangan Kabupaten pada tahun 2007 baru mencapai
skor PPH 72,0 ; dan skor PPH pada tahun 20(\38 sebesar 74,2 atau dengan kaia lain
pola konsumsi pangan perduduk Kabupaten Lampung Selatan belum beragam
peralzi permbang. H'ola konsums: pangan secara umum masih mendominasi oleh
kelon.-pok pangan padi-padian sebagai pangan sumber energi, hal in* menunjukan
bahw:a ketergantunoan konsums: terhadap padi-padian masih bnagl. sementara
kelon pok pangan yanq lain yaitu umbi-umbian sebagai sumber energi kontribusinya
masin rendan. van sisi lain juoa oeriu aiingkatkan upaya untuk peningkatkan
KONSUMSI pangan lain yang mencapai skor masih rendah. Peningkatan konsumsi
dan helompok pangan terutama umbiumbian sefta KelompokK pangan lan
diharapkan akan mampu meningkatkan total konsumsi erergi sehingga dapat
memenuhi kebutuhan baik kuantitas maupun kualitas.

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau
membudayakan pola konsumsi pangan yang beianeka ragam dan seimbang serta
aman galam jumiah dan Kompos.s! yang Ccukup guna memenuht kebutuhan gizi
untuk mendukung hidup sehat, akt.t dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat
keanckaragaman dan keseimpantan Konsums: pangan masvaraxat agaian genaan
skor [*ola Pangan Harapan (Pr’H) yang ditunju'<an denganr nilai 95 dan diharapkan
dapat dicapai pada tahun 2015.

Untul: mencapai target tersebut di atas, periu dilakukan upaya gerakan percepatan
penganekaragaman k.onsumsi pangan yang telah diatur melalui Peraturan Presiden
NOMOr 22 tahun 2008 dan Peraturan Menten Fertanian Nomor 43 Tahun 2009.
Pelaksanaan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis
Sumber Daya Lol:al diakukan dalam 2 (dua) tahap, yartu Tarap | (2009-2011) dan
Tahap 1l (2012-2015).

Agar percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dapat berjalan baik,
diperiukan suatu gerakan dalam rangka percepatan penganakaragaman konsumsi
pangan bagi masing-masing pihak terkaisatker ingkup Femennian Kabupaten
Lampung Selatan di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, yang
dapat mendaorona penvediaan aneka ragam pangan dan peningkatan konsumsi
pangan yang berbasis pada pofensi sumber daya lokal. Untuk itu periu ditetapkan
Peraturan Bupan sebagai acuan vang dapat mengorong percepatan sinergis antar
pemangku kepentingan.

Tujua:n
Tujuan gerakan percepatan penganekaragaman konsums: pangan vaitu

mewujudkan keterpaduan dan koordinasi dalam pelaksanaan percepatan
penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal.



.. Sasaran

Sasaran gefakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan tahap | yaitu
skor PPH sebesar 88,1 pada tahun 2011, dan Tahap !l yaitu skor PPH sebesar 95
pada tahun 2015, sesuai dengan susunan pola pangan paca lampiran |l Peraturan
ini

it TATA CARN PELAKSANAAN KEGIATAN

A

B

Perancanaan Kegiatan

Perencanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis’
sumberdaya lokal merupakan sinlesa dan rencana masing-masing satker terkait
yang cilaksanakan dalam wadah koordinasi Badan Ketahanan Pangan, yang
diselenggarakan pada awal tahun termasuk persiapan pelaksanaan, monitoring,
evaluasi dan penganggaran, sesuai dengan ketentuan pada lampiran il Peraturan
n.

Pelaksanaan Kegiatan

Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berpasis sumber daya
lokal ‘merupakan lugas dan tanggung jawab seluruh satker terkait di Kabupaten
Lampung Selatan. Integrasi dan sinkronisasi program dan anggaran dilaksanakan
secata terkoordinasi melalui wadab Badar Ketehanan Pangan selaku Sekretaris
Dewar. Ketahanan Pangan.

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi nangan berbasis
sumber daya lokal diselenggarakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Intemalisasi penganekaragaman konsumsi pangan
a. Kegiatan internalisasi difokuskan pada kegiatan .

- advokasi dalam rangka memberi solusi untuk mempercepat picses
penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal,

- Kampanye calam rangka penyadaran kepada aparat dan masyarakat untuk
percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya
lokal;

- promosi dar susialisasi dalam rangka membujuk, mienghimtau dan
mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan
penganekaragaman konsiimsi pangan berbasis sumber daya lokal;

- pendidtikan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbangan, dan aman
melalui jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan khususnya
kelompok. wanita dan Tim Penggerak FPKK dalam rangka mengubah
perilaku sehingga mau dan mampu melaksanakan percapatan
penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;

- penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja. terutama u hamt'. 1bu
menyusui, dan wanita usia sukur tentang manfaal konsumsi pangan yang
beragam, beigizi, seimbang dan aman;

- pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan disekitar lingkungan kita;

- pembinaan kepada industn rumah tangga guna meningkatkan kesadaran
untuk memproduksi aan menyediakan aneka ragam pargan yang aman
berbasis sumber daya lokal serta memfasilitusi pengembangan bisnis
pangan, permodalan, dan pemasaran kepada pengusaha dibidang pangan
baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal;



- pengembangan dan desiminasi serta aplikasi paket (eknologi terapan
terhadap pengelohan aneka pangan;

- pemberian penghargaan kepada indwndeerorangan dan kelompok
masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor dalam

menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganekaragaman
konsumsn pangan berbasis sumber daya lokal.

b. [-elaksaraan keglatan internalise si mencakup :

1. Aspek ketersediaan pangan : Advokasi ;;éngembangan agnblsms
pangan , 1 - o
. Aspek distribusi pangan : Penyebarun infoimasi pasokan dan
harga bahan pangan meiaiui media oetak

dan elektronik secera rutin.

Aspek konsumsi pangan : Pengembangan, materi . advokasi,
kampanye.,gpromosi.u serta sorialisasi
pengembangan ;. . .,Konsumsi dan
Keamanan Pangan optimalisasi
pemanfaatan rekarangan,
pengembangan aneka olahan berbasis
pangan lokal yang memenuhi standar
mutu dan keamanan pangan serta
felatihan pengembangan konsumsi dan
keamanan pangan.

4. Dukungan selembagaan : Penyuluhan Pertanian, pendampingan,
Penyebariuasan in‘ormasi melalui media
massa, advokasi, kampanye, promosi,
sosialisasi, serta pendidikan konsumsi
pangan.

Y

w

2. Per.gembangan bisnis dan industri pangan lokal
~a) Kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan difokuskan pada :

1. Fasilitasi kepada kelompok tani/gapoktan untuk pengembangan bisnis
pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan
siap saji yang amarn berbasis sumber daya lokal melalui berbagai
kegiatan antara lain :

a. Bantuan alat penapungan.

b. Pengembangan resep-resep aneka olahan pangan lokal.

¢. Peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan
lokal.

2. Penerapan standar mutu dan keamanan pangan

a. Penerapan standar mutu dan terhadap olahen pangan pada Industri
rumah tangga.

b. Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar.

3. Peran serta aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri
dan bisnis pangan lokal.

4. Penghargaan kepada industri rumah tangga dan cunia usaha dibidang
pangan berbasis sumber daya lokal.

b) Pelaksanaan kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan mencakup:

1. Aspek ketersediaan pangan : Pengembangan agribisnis pangan lokal
serta pengembangan produksi aneka
olahan pangan fainnya.
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2. Aspek distribusi pangan . Fasilitas penumbutan pasar pangan
lokal, fasilitasi distribusi aneka pioduk
pangan berbasis pangan lokal, serta
stabilisasi harga aneka produk pangan
beibasis pangan lokal.

3. Aspex konsumsi pangan . Uji capur resep menu makanan pelatihan
‘ mutu dan keamanan pangan serta
pendampingan mutu dan keamanan
pangan pada industri olahan pangan
lokal, penumbuhan kelompok
tani/gapoktan bidang olahan pangan lokal-
dan pangan siap saji yang aman, serta
pemberian penghargaan kepada
individu/perorangan  dan kelompok
masyarakat yang telah berperan sebagai
pelopor dalam wupaya percepatan
penganekaragaman.

4. Dukungan kelembagaan . Penyuluhan dan pendampingan serta
penyebariuasan informasi dalam rangka
pengembangan bisnis dan industri
pangan fokal.

. Monito'ing, Evaluasi dan pengendalian

Monitoring, evaluasi dan pengendalian dan pelaksanaan gerakan percepatan
peganekaragaman konsumsi panjan berbasis sumber daya lokal dilakukan secara
terintegrasi, periodik dan berkesinambungan melalui koordinasi Eadan Ketahan
Pangan selaku Sekretariat Dewan Kew@hanan Pangan.

. Tata Hubungan Kerja

Untuk memperiancar kegiatan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi
pangan berbasis sumber daya lokal sebagai findak lanjut cari Peraturan Presiden
Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009
dibentuk Tim Teknis dengan keanggotaan dari instansi terkait dalan: koordinasi
Badan Ketahanan Pangan Kabupaten selaku Sekretariat Dewen Ketahanan
Pangan.

Seluruh Anggota Tim Teknis berperan aktif mulai proses perencanaan,
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta sinkronisasi dan itegrasi
prograin dan anggaran.

Tugas dan Peran serta Tim Teknis yaitu sebagai berikut :

1. Tim Teknis diketuai oelh Kepala Badan Ketahanan Pangan' selaku Sekretaris
Dewan Ketahanan Pangan.

2. Tim Teknis mengadakan rapat-rapat koordinasi secara berkala dan atau
sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam
1 (satu) tauhn, untuk :

a). inembahas perumusan kebijakan operasional percepatan
penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. -

b). inembahas masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan percepatan
penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

c). mengambil keputusan-kepulusan yang berhubungarn dengan hal-hal tersebut
di atas dalam rangka menunjang/mempelancar pelaksanaan percepatan
penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber dava lokal.



3. Rapat koordinast Tim Teknis tersebut tidak dapat dwalkilkan. Apabila
berhalangan hadir anggota Tim Teknis menunjuk pejabat lain satu tingkat
dibawahnya untuk mewakilinya.

4. Keputusan rapat Koordinasi Tim Teknis mengingat Satuan Kerja yang menjadi
anggota Tim Teknis.

5. Rapat dipimpin oleh ketua Tim Teknis (Kepala Badan Ketahanan Pangan
Kabupaten).

6. Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati
selaku Ketua Harian Dewan Ketahan Pangan, serta wajib menyampaikan
laporan secara berkala sewaktu-waktu mengeciai pelaksanaan tugasnya.

IN.PEMBIAYAAN
Pembiayasn Kegiatan gerakan percepatan penganekaragaman korsumsi pangan

berbasis sumber daya lokal dibebankan pada anggaran yany bersumber dari APBN
' dan APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

IV.PENUTUP

1. Tim Teknis akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Pedoman ini sebagai acuan bagi aparatur dar seluruh pemangku kepentingan
dalam pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan
berbasis sumber daya lokal di Kabupaten.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA



LAMPIRAN Il : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR
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TAHUN 2010

TANGGAI . 9 rVcres 2010

Kegiatan Operasional, Luaran, Dampak, dan Sasaran
'Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Pangan
Kabupaten Lampung Selatan

Pangan

KEGIATAN ) ] '
No OPERASIONAL INSTANS! LUARAN DAMPAK SASARAN
1 | intemalisasi Dinas Peningkatan Tumbuhnya | Tahap 1 (2009-2011) :
penganekarenam«n | Pertanian Pengetahuan dan Permintaan | ¢« Pencapaian Skor
konsumsi pangan : | Tanaman sikap positif | terhadap PPH 88,1 pada
Advokasi, | Pangan terhadap aneka tahun 2011 dengan
Kampanye, Holtikultura, konsumsi pangan pangan konsumsi
Promosi, Badan yang beiagam, lokal
Sosialisasi Pemberdayaar | bergizi seimbang, sumber - Padi-padian
konsumsi pangan | Masyarakat dan aman pada karbonhidra 298g/kap/han
yanyg beragam, | Desa, Dinas | pengambilan t non beras
bergizi  seimbang | Kelautan dan | keputusan/aparat, dan non | -Umbi-umbian
dan aman pada | Perikanan, pendidik, ibu tergu, 53,69 g/kap/hari
berbagai tinjkatan | Dinas rumah tangga pangan \
kepada aparzt dan | Kehutanan, dan kelomgok sumber -Pangan hewani
masyarakat Dinas masyarakat protein 79,17 g/kap/hari
- Penguatan Kesehatan, lainnya nabati dan :
llembaga dan | Dinas : hewani, -Minyak dan lemak
ketenagazn Pendidikan, serat 18,35 g/kap/hari
advokasi, ‘| Pemuda dan vitamin dan . o
kampanye, { Olah Raga, mineral. - Buah/biji berminyak
promost, Dinas Sosial, 21,09 g/kap/hari
sosialisas! Tenaga Kerja Pola
- Pengembangan | dan konsumsi - Kacang-kacangan
mateni advokasi, | Transmigrasi, pangan 25,48 g/kap/hari
kampanye, Badan memenuhi
Promosi dan | Kesbang dan prinsip gizi| -Gula
sosilisasi Kominfo, seimbany 11,50 g/kap/hari
- Kampanye Badan PP & dan aman
melalui media | KB dan -Sayuran dan buah
massa nasional | Pemerintah 301,09 g/kap/hari
dan lokal Kab. Lampung
- Promaosi dan { Selatan e Pangan aman
sosilisasi , dikonsumsi
- Pemberian '| Koordinator :
Penghargaan Ketua Harian
Dewar:
Ketahanan
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Pendidikan Dinas ‘ Tahap 1l (2012-2015) :
konsumsi pangan | Pendidikan, e Skor PPH 95 pada
yang beragam, | Pemuda dan tahun 2011 dengan
bergizi seilmbang | Olah Raga, konsumsi
dan aman melalui | Badan
jalur pendidikan | Pemberdayaan - Padi~padian
foormal dant  non | Masyarakat 291g/kap/hari
formal Desa, Dinas :

Pertanian - Umbi-umbian

- Pengembangan - | Tanaman 73 g/kap/hari
matern - | Pangan dan
pendidikan gizi [ Holtikultura, - Pangan hewani
seimbang dan | Dinas 112 gfrap/hari
keamanan Kesehatan,
pangan yang | Dinas Kelauta. -Minyak dan lemak
terintegrasi dan [Perikanan, 22 g/kap’hari
dalam kurikulum | Badan PP &
pendidikan di | KB dan - Buahvbiji berminyak
sekolah Pemerintan 16 g/kap/han

- Penguatar. Kab. Lampung
‘enaga Selatan - Kacang-kacangan
pendidikan o Idem idem 31 g/kap/han
dalam Koordinator :
penguasan ‘Ketua Harian -Gula
materi gizi | Dewan 23 g/kap/hari
seimbang dan | Ketahanan ‘ ) A
keamanan Pangan -Sayuran dan buah
pangan 269 g/kap/hari

- Pelaksanaan
pendidikan gizi e Pangan aman
seimbang  dan - dikonsumei
keamanan

pangan meialui
jalur  pendidikan

non formal
kepada ibu
rumah tangga
dan remaja

terutama ibu

hamil, ibu

menyusu:  dan
wanita subur
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KEGIATAN
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LUARAN

DAMPAK

SASARAN

Pengembangar,
bisnis dan Irdustn
Pangan l.okal
kepada UMKM
untuk
pengembangan
bisnis pangan
segar, industri
bahan baku,
industni pangan
olahan dan pangan
siap saji yang aman
bebasis  sumber
daya lokal

- Pemetaan
sumbe-
tokal

- Pengembangan
diseminasi dan
aplikasi teknologi
terapan
pengolahan
areka pangan

- Fasilitasi akses
kredit usaha

- Fasilitasi
produksi
pemasaran

daya

dan

Advokasi,

sosialisasi dan
penerapan standar
mut daq

keamanan pdngan:

bagi pelaku uvsaha
pangan  terutama
u aha rumah
tz }gga dan UMKM

- Pembinaan mutu
dan keamanan
pangan

- Penerapan’
standar mutu
dan keamanan

pangan

Dinas
Koperasi,
Perindlustrian,
Perdagangan
dan UKM,
Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan dan
Holtikultura,
Dinas Kelautan
dan Perikanan,
Dinas
Kehutan:n,
Perguruan
Tinggi, BUMD
dan
Pemenntal:
Kab. Lampung
Sealatan

Koordinator :
Ketua Harian
Dewan
Ketahanan
Pangan

Dinas
Koperasi,
Penindustrian,
Perdagangan
dan UKM,
Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan dan
Holtikultura,
Dinas Kelautan
dan Perikanan,
Dinas
Kehutanan,
Parguruan
Tinggi, BUMD
dan
Pemerintah
Kab. Lampung
Selatan

Koordinaior :
Ketua Hanan
Dewan
Ketahanan
Pangan

- Meningkatnya jumlah

industri pengolahan
aneka pangan
berbasis sumber
daya lokal guna
mendukung
penganekaragaman
konsumsi pangan

Terinternalisasi mutu
dan keamar.an di
kalangan produser
pangan lokal

ldem

Peningkatan
pasokan
aneka pangan
olahan yang
aman
berbasis
sumber daya
lokal

ldem

ldem

Idem
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3 |- Evaluasi dan | Dinas Pertanian b
3 Pengendalian Tanaman
| Percepatan Pangan dan

Penganekaranaman | Holtikuhura,
Konsumsi Pangan Dinas PPKD,
| Dinas Koperasi, |
Perindustrian,
Perdagangan
dan UKM, Dinas
Kehutanan,
Dinas Kelautan
dan Penkanan,
Dinas
Kesehatan,
Dinas Sosial,
Tenaga  Kerja
dan
Transmigrasi, Mzningkatnya
Badan Kesbang | Keterpaduan Sinergi Pelaksanaan
dan Infokom, | Perencaniaan percepatan

i Dinas Sampai dengan penganekaragaman Idem
Perhubungan, evaiuasi percepatan | konsumsi pangan di
Komunikasi dan | penganekaragaman | setiap tingkat

| Informatika, konsumsi pangan
Dinas Pekerjaan
Umum,
Perguruan
Tinggi, Kantor
Penelitian,
Pengembangan
dan Statistik,
dan Pemerintah
Kab. Lampung
Selatan

Koordinator :
Ketua Harian
Dewan
Ketahanan
Pangan

BUPATI LAMPUNG SE[ATAN,

dto

WENDY MELFA



